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Menimbang : a.

Mengingat: 1.

REPUBLIK INDONESIA,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1)
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun
2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia  Bidang Komunikasi dan

Informatika

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3881);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang
Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4252);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia



10.

Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5952);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5065);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004
tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4408);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang
Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);



Menetapkan

11.

12.

13.

14.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan
Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 831);

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21
Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 tahun
2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja
Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 257);

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
6 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1019);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TENTANG PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL
INDONESIA BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kerangka  Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang

Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disebut

KKNI Bidang Kominfo adalah kerangka penjenjangan

kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan,

menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang

pendidikan dan bidang pelatihan kerja, serta pengalaman

kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi



kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di sektor
Komunikasi dan Informatika.

2. Penyetaraan adalah proses penyandingan dan
pengintegrasian capaian pembelajaran yang diperoleh
melalui pendidikan, pelatihan kerja, dan pengalaman
kerja.

3. Kualifikasi adalah penguasaan capaian pembelajaran yang
menyatakan kedudukannya dalam KKNI.

4. Pengalaman Kerja adalah pengalaman melakukan
pekerjaan dalam bidang tertentu dan jangka waktu
tertentu secara intensif yang menghasilkan kompetensi.

5. Lembaga Sertifikasi Profesi selanjutnya disingkat LSP
adalah lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi kompetensi
kerja yang mendapatkan lisensi dari Badan Nasional
Sertifikasi Profesi.

6. Peta Okupasi bidang Komunikasi dan Informatika
merupakan dokumen resmi yang disusun secara kolektif
berdasar kajian secara komprehensif oleh para pemangku
kepentingan (asosiasi industri, asosiasi profesi, akademisi,
praktisi) sebagai referensi dalam memenuhi kebutuhan
terkait pengembangan sumber daya manusia (SDM)
Indonesia di bidang Komunikasi dan Informatika.

7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di kategori komunikasi dan informatika.

Pasal 2
(1) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan
acuan kepada kementerian/lembaga dan pemangku
kepentingan dalam penerapan KKNI yang berhubungan
dengan ketenagakerjaan di bidang komunikasi dan
informatika.
(2) KKNI bidang Kominfo merupakan:

a. acuan dalam pelaksanaan pendidikan atau
pelatihan, penyelenggaraan sertifikasi kompetensi
dan/atau pengembangan sumber daya manusia;

b. acuan penyandingan pengakuan kesetaraan

kualifikasi, pendidikan dan/atau pelatihan profesi di



tingkat nasional, dalam rangka mempersiapkan
Mutual Recognition Agreement (MRA) di tingkat
Internasional; dan

c. acuan untuk penyusunan skema serta uji

kompetensi oleh LSP.

Pasal 3
KKNI terdiri dari 9 jenjang Kualifikasi, dimulai dari jenjang 1
(satu) sebagai jenjang terendah sampai dengan jenjang 9

(sembilan) sebagai jenjang tertinggi.

Pasal 4

(1) Menteri menetapkan penerapan KKNI bidang Komunikasi
dan Informatika sesuai dengan peta okupasi.

(2) KKNI bidang Kominfo sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan Keputusan Eselon 1 yang
menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia
di bidang Komunikasi dan Informatika.

(3) KKNI bidang Kominfo diberlakukan untuk seluruh

wilayah Indonesia.

Pasal 5
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali

dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

RUDIANTARA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
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WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR



